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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada orang yang tidak mampu 
menanggungnya 
(Q.S Al Baqarah 2:86) 
 
Segalanya akan mudah, karena ada Allah 
“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami 





Skripsi ini dipersembahkan untuk 





       
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji bagi Allah, kita memujinya memohon pertolongan serta 
ampunannya, kita berlindung dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan 
diri kita. Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Dzat yang 
maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana  atas segala limpahan  berkat, rahmat, 
dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI 
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA 
MAKASSAR (PERIODE 2007-2014)” dengan baik.  
 Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiyullah 
Muhammad SAW. Pada para keluarga beliau, sahabat dan sahabiyah, kepada para 
Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, para alim ulama, dan para muslimin muslimat yang 
senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya hingga hari akhir. 
 Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
Bagaimana Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar Tahun 2007-2014. 
Penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Berbagai 
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macam kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan skripsi ini, dan karena 
berkat Allah berbagai bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dan arahan 
oleh Dosen Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan 
banyak terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan , dukungan, 
semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa 
terimakasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Takko, dan Ibunda Nurlia yang selalu 
memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, 
pengorbanan serta senantiasa mengalungkan doa dari kasih sayang yang tak 
terhingga kepada penulis, semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat 
dibanggakan oleh orang tua, Amin Ya Rabb. 
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar 
dan para Pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan 
dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan 
kualitas UIN Alauddin Makassar.  
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
4. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hasbiullah, 
SE., M,Si, Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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5. Bapak Dr. Amiruddin K, M.Ei, selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Bahrul Ulum, 
SE., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di 
tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah menyumbangkan ilmunya 
kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. 
7. Seluruh Staf Akademik, Staf Jurusan Ilmu Ekonomi, Staf Perpustakaan,  yang 
telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan membantu dalam 
penulisan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar hasil hingga ujian meja.  
ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 
8. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), dan Kantor PD. Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian dan informasi kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Terima kasih Teman-Teman ILMU EKONOMI angkatan 2012 khususnya 
Ekonomi 1-2, Nuratul awalia, Suci Lestari, Nursamsiah, Mardawati, Rahma, 
Murni, Asiz, dan seluruh rekan-rekan ilmu ekonomi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, semoga tak akan terlupakan dan menjadi kenangan terindah 
Serta seluruh Keluarga Besar Maahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 
10. KKN Profesi angkatan Ke 6 Kec. Parigi Desa Sicini Kab. Gowa yakni Ilmi 
Khaeriyah Syam, Nur Syamsi Asis, Nur Fitriyanti, dan Safri, yang telah 
memberikan saran yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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11. Terimah kasih kepada Keluarga besar Kerukunan Keluarga Masyarakat Sinjai 
(KKMS). 
12. Terimah kasih buat sahabat- sahabatku dan adik-adikku Teti ika, Normayanti, 
Dewi, Irma, silfa Yani Sari, Erwin yang memberikan masukan dan motifasi serta 
bantuannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan   
13. Terimah kasih kepada orang terdekat saya Erwin Sanmash yang selalu 
memberikan saya dukungan, motifasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan 
penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya, 
dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan 
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang 
engkau telah beritakan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang Maha 
mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang di 
anugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran. wallahu’alam 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Makassar, 5 Juni 2016 
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Nama : Erlina 
Nim   : 10700112036 
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 
2007-2014 
   
  Penelitian ini membahas tentang retribusi parkir dengan pokok masalah 
penelitian bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah 
(PAD) Kota Makassar periode 2007-2014. Yang bertujuan untuk mengetahui analisis 
kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sebagai 
manfaat untuk menambah wawasan tentang pemungutan retribusi parkir di Kota 
Makassar.  
  Analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
kontribusi, dengan data runtut waktu (time series) dari periode 2007-2014. Adapun 
variabel penelitiannya adalah retribusi parkir di Kota Makassar. 
  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan 
retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar cenderung 
berfluktuatif dari tahun anggaran 2007-2014, yaitu kontribusi retribusi parkir rata-rata 
2,46% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Implikasi dari 
penelitian ini adalah: 1). Penerimaan retribusi parkir perlu ditingkatkan untuk lebih 
menunjang pendapatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. 2). 
Lahan parkir yang terdapat di Kota Makassar perlu pengawasan yang lebih ketat dari 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya agar parkir liar tidak semakin menyebar 
dimana-mana. Ini terjadi karena pengelola parkir tidak  berjalan dengan efektif dan 
efisien.  







A. Latar Belakang 
 Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi yang mana 
setiap provinsi terdiri atas kabupaten/kota. Provinsi di Indonesia sebanyak 34 
provinsi dan 541 Kabupaten/Kota. Banyaknya Daerah di Indonesia membuat 
Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah.  
 Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah 
pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi 
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. 
 Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 
1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber 
penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.  
Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan 
pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.
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Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan 
keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 
                                                          
1
 Deddy Supriady, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Cetakan 4. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 15. 
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dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari 
pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah 
dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya. 
Salah satu aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan 
penerimaan daerah karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat 
bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan 
daerah dan sumber daya alam ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang 
tinggi maupun rendah. Ini semua berdampak kepada besar tidaknya basis pajak di 
daerah-daerah bersangkutan.  
Intensitas kegiatan ekonomi daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari 
kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik. Ada daerah-
daerah dengan yang berbentuk kepulauan luas dimana sarana prasarana dan 
infrastruktur lainnya yang masih belum memadai.
2
 
Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD. Jika PAD meningkat maka dana 
yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian 
daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan 
pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat secara umum. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 
dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki 
kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan 
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 Wihana Kirana Jaya, Ekonomi Industri (Ed. II, Yogyakarta, BPFE UGM, 2011), h. 21. 
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retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 
sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Pemerintah Kota Makassar dalam membangun daerahnya telah 
mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya 
tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dan peningkatan 
target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi dengan baik. Untuk 
mengetahui Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli 
daerahnya, dalam menunjang pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan di 
Kota Makassar, berikut ini data tentang perkembangan realisasi pendapatan asli 
daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2007 sampai 2014. 
Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PAD  
Kota Makassar 2007-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2007 125.936.173.075 120.904.263.931 
2008 145.466.209.400 136.626.469.085 
2009 176.628.387.000 170.698.725.814 
2010 216.928.890.000 210.136.331.088 
2011 345.335.311.000 351.692.552.588 
2012 441.234.952.000 484.972.799.508 
2013 569.727.462.000 627.241.924.947 
2014 644.547.331.000 730.988.641.339 
              Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah, 2015 ) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa PAD Kota 
Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, PAD Kota 
Makassar sebesar Rp 120.904.263.931, pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp 
136.626.469.085, tahun 2009 sebesar Rp 170.698.725.814, dan 2010 sebesar Rp 
210.136.331.008, pada tahun 2011 tetap mengalami peningkatan sebesar Rp 
351.692.552.588, di tahun 2012 sebesar Rp 484.972.799.508, di tahun 2013 sebesar 
Rp 627.241.924.947, di tahun 2014 sebesar Rp 730.988.641.339, sebagaimana yang 
terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2007 sampai 2014 realisasi PAD Kota 
Makassar mengalami  peningkatan, dilihat dari delapan tahun terakhir 2007-2014 
selalu memenuhi target yang berarti pendapatan dari sumber-sumber PAD Kota 
Makassar terus mengalami peningkatan. 
 Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah 
diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 




  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah diberi kewenangan untuk 
memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak 
kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang 
ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut 
menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan 
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 Irwansyah Lubis, Kreatif Gali Pajak Tanpa Bebani Rakyat, ( Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2011) h. 12,13. 
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ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu. 
 Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan 
peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD mereka. Hal ini disebabkan 
dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, 
diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi. 
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan 
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana 
dimaksudkan merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan 
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus 
diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam 
satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan 
daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya 
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kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD berarti 
semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal 
selain melalui dana bagi hasil pajak dengan pengelolaan pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang 
sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan PAD lain-lain yang sah serta 
mengoptimalisasikan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian.
4
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 
yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau 
mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap 
daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang . Oleh karena itu pendapatan 
asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi 
pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam 
melaksanakan dan mewujudkan otonominya.
5
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Rochmansyah, Otonomi Daerah (cetakan I, Kediri, 2011), h. 28. 
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Azis, Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 34. 
7 
 
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
sumber-sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) terdiri dari : 
1. Pajak daerah 
2. Retribusi daerah 
3. Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan 
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
 Berdasarkan sumber PAD dapat dilihat bahwa retribusi daerah memberikan 
masukan atau kontribusi terhadap kas daerah Kota Makassar. Retribusi daerah selain 
sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor 
yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. 
Dimana pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh daerah masing-masing dan setiap 
pengelolaan daerah itu berbeda- beda sesuai dengan daerah masing-masing. Berikut 
data realisasi retribusi daerah Kota Makassar dari tahun 2007 sampai 2014. 
 Berdasarkan dari tabel 1.2 di bawah di jelaskan bahwa realisasi retribusi 
daerah dari tahun 2007-2014 kurang produktif terlihat dari tahun 2007 retribusi 
daerah sebesar Rp 38.016.158.500, tahun 2008 meningkat sebesar Rp 
40.966.228.000, sedangkan pada tahun 2009 menurun sebesar Rp 39.980.839.820, 
dan 2010 meningkat sebesar Rp 59.729.103.725, di tahun 2011 sebesar Rp 
62.043.147.863, di tahun 2012 sebesar Rp 69.257.410.559, di tahun 2013 sebesar  Rp 
79.650.936.626 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 60.145.121.112. Perlu diketahui 
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bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan disebabkan karena kenaikan dalam 
realisasi pendapatan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya. 
Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 
Kota Makassar 2007-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2007 40.876.890.000 38.016.158.500 
2008 39.700.450.000 40.966.228.000 
2009 44.281.324.000 39.980.839.820 
2010 62.971.506.000 59.729.103.725 
2011 66.549.806.000 62.043.147.863 
2012 84.141.194.000 69.257.410.559 
2013 86.772.319.000 79.650.936.626 
2014 84.844.404.000 60.145.121.112 
               Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah, 2015) 
 Berdasarkan dari tabel 1.2 di bawah di jelaskan bahwa realisasi retribusi 
daerah dari tahun 2007-2014 kurang produktif terlihat dari tahun 2007 retribusi 
daerah sebesar Rp 38.016.158.500, tahun 2008 meningkat sebesar Rp 
40.966.228.000, sedangkan pada tahun 2009 menurun sebesar Rp 39.980.839.820, 
dan 2010 meningkat sebesar Rp 59.729.103.725, di tahun 2011 sebesar Rp 
62.043.147.863, di tahun 2012 sebesar Rp 69.257.410.559, di tahun 2013 sebesar  Rp 
79.650.936.626 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 60.145.121.112. Perlu diketahui 
bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan disebabkan karena kenaikan dalam 
realisasi pendapatan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya. 
 Dari data realisasi retribusi daerah yang ada selama lima tahun terakhir, tidak 
satu pun yang memenuhi target yang di tetapkan, yang menjelaskan bahwa dalam 
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pos-pos atau sumber-sumber pemasukan retribusi daerah Kota Makassar masih perlu 
untuk di kelola atau di kembangkan lagi guna untuk mendorong penambahan 
pemasukan bagi retribusi daerah Kota Makassar. 
  Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak 
daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari 
kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan 
bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah 
kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim dalam membelanjai 




Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah 
daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk 
menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir 
sebagai salah satu sumber PAD yang bersumber dari masyarakat, dimana 
pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada 
peraturan daerah (Perda) Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelolah oleh Perusahaan 
Daerah Parkir Kota Makassar. Dan perlu diketahui tarif retribusi parkir yang 
dikenakan oleh PD Parkir untuk mobil Rp. 2.000 dan motor Rp. 1.000. 
 Seperti kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu provinsi 
terbesar di Indonesia yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu 
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potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi parkir. Setiap tahun jumlah 
kendaraan di Kota Makassar terus mengalami peningkatan yang menyebabkan jumlah 
parkir juga meningkat. Berikut data target dan realisasi retribusi parkir Kota 
Makassar tahun 2007 sampai 2014. 
Tabel 1.3 Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir 
Kota Makassar 2007-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2007 2.763.500.500 2.974.771.875 
2008 3.678.292.500 3.694.486.150 
2009 4.369300.500 4.585.913.751 
2010 5.550.531.000 5.617.631.630 
2011 7.644.300.600 6.780.341.550 
2012 9.982.549.200 8.403.292.750 
2013 11.336.363.232 9.319.072.825 
2014 11.406.690.444 9.207.800.975 
Sumber: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya ( diolah 2015)  
 
Berdasarkan tabel 1.3 di atas dijelaskan bahwa realisasi retribusi parkir pada 
tahun 2007 sampai 2014 mengalami peningkatan, dilihat pada tahun 2007 sebesar Rp 
2.974.771.875, tahun 2008 meningkat sebesar Rp 3.694.486.150, tahun 2009 sebesar 
Rp 4.585.913.751, dan 2010 sebesar Rp 5.617.631.630, tahun 2011 sebesar Rp 
6.780.341.550, tahun 2012 sebesar Rp 8.403.292.750, di tahun 2013 sebesar Rp 




Namun meskipun target yang telah ditentukan pada tahun 2007 sampai 2012 
meningkat, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 ketika target dinaikkan justru tidak 
tercapai sesuai dengan tabel di atas. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan 
perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk 
sebagai lahan parkir di PD Parkir Makassar Raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh 
oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan. Merekalah para juru 
parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari PD Parkir Makassar Raya. Hal 
ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.   
 Pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar adalah salah satu dari 
pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tentang pemerintah daerah merupakan 
upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam 
rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah.    
 Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan 
penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan kepada masyarakat dibidang perparkiran, penataan lingkungan, 
ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber PAD. 
Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai  suatu usaha untuk 
melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada 
dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, 
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dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman 
baru yang lebih baik. 
Untuk itu pemerintah daerah Kota Makassar bersama-sama masyarakat 
menetapkan Peraturan Daerah tanggal 7 Januari 2002 tentang ketentuan 
penyelenggaraan perparkiran dalam Kota Makassar. Dalam rangka pencapaian 
pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap 
daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin 
meningkatnya sumber-sumber  pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber 
pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. 
 Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah 
Kota Makassar dalam hal ini pungutan retribusi daerah diharapkan mampu 
memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok pemerintah daerah 
adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan 
pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang perparkiran. 
Berdasarkan uraian di atas Terkait dengan analisis kontribusi retribusi parkir 
terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti 
pendapatan asli daerah Kota Makassar dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah 
berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 






B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 
masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana kontribusi retribusi parkir 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar periode 2007-2014? 
C. Studi Empiris 
 Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 
menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil 
penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk 
melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 
referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan 
beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.  
1) Sutardi (2005) evaluasi retribusi parkir dan kontribusinya terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 
2001-2004, dimana dari hasil penelitian ini, kontribusi retribusi parkir 
terhadap PAD dari tahun 2001 sampai 2004 mengalami penurunan dilihat 
dari tahun (2001) 0,24% turun di tahun (2002) menjadi 0,22% dan di 
tahun (2003) tetap menjadi 0,22%, dan kemudian turun di tahun (2004) 
menjadi 0,19%. Hal ini disebabkan karena kenaikan dalam realisasi 
pendapatan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya.
7
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2) Wela Ismail (2007) meneliti tentang kontribusi pajak reklame terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone tahun 2000-2004. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif secara kuantitatif. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi pajak reklame di 
Kabupaten Bone terdiri dari potensi objek pajak dan subjek pajak. Potensi 
pajak reklame Kabupaten Bone dapat dilihat dari daftar perbandingan 
realisasi penerimaan PAD setiap tahun anggarannya, hal ini digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap 
PAD Kabupaten Bone, sedangkan potensi subjek pajak reklamenya 
meliputi wajib pajak dan tempat pemasangan reklame.
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D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk 
mengetahui kontribusi yang diberikan oleh retribusi parkir terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) Kota Makassar periode 2007-2014. 
E. Manfaat Penelitian 
       Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu: 
1. Untuk menambah wawasan tentang pemungutan retribusi parkir di Kota 
Makassar. 
2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam 
pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang 
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Wela Ismail, Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Bone Tahun 2002-2004, (Skripsi: Jurusan Ekonomi UMI Makassar, 2005). 
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bersumber dari retribusi parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli 








A. Konsep Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 
dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) 
adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi 
sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta 




Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli 
daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. 
Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos 
penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan 
non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan 
penerimaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber 
pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana 
sesungguhya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sehingga sumber 
pendapatan tersebut memberikan hasil yang maksimal. 
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Elita, Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli  Daerah, Jakarta: Rajawali, 2007, h. 56. 
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Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah, daerah diberikan 
kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang 
berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan 
keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bahwa:  
“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelolah daerah melalui hasil 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil Pengelolahan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.2 
 Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah 
adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang 




Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
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Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
3
Atep Adja Barata, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 
Jakarta: Erlangga, 2014, h. 90. 
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memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.   
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Daerah 
otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 
 Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang 
didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat 
mendasar dalam sistem pemerintah Negara.
4
 
 Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan 
asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena 
perolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan 
oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di 
setiap daerah.  Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004  tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
sumber-sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) terdiri dari  pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah.   
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Koswara, Komponen Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Erlangga, 1999, h. 23. 
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B. Konsep Retribusi Daerah 
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 
Pengertian retribusi secara umum adalah “Pembayaran-pembayaran kepada negara 
yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan 
iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan 
dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak 
merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakkan iuran itu”.   
Selain itu Sodargo mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 
pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. 
Selanjutnya Sodargo juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 




Dapat dilihat retribusi sejak masa Nabi Muhammad SAW yaitu retribusi 
pemakaman, pemakaman seorang muslim dilakukan pada komplek pemakaman yang 
telah disediakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan anjuran-anjuran Nabi untuk 
memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada ahli waris mayat sangat banyak sekali. 
Misalnya perintah untuk memberikan makanan kepada ahli waris, mengurus jenazah, 
memandikan, membawa dan memasukkannya ke liang lahad adalah memiliki 
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Sodargo, Retribusi  Daerah, (Cet. I, Jakarta, 2008), h. 62 
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keutamaan dan pahala yang sangat besar, sehingga pengurusan jenazah dilakukan 
secara bersama-sama. 
Kebiasaan ini terus berlanjut hingga ratusan tahun, akan tetapi dengan 
perubahan sistem sosial, terutama di perkotaan maka pengurusan jenazah tidak bisa 
lagi dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai sebab. Termasuk 
berkembangnya berbagai ideologi materialisme dan kapitalisme yang menjadikan 
masyarakat sangat menentukan segala sesuatu dengan uang. 
Dari sinilah muncul berbagai pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat salah 
satu contohnya adalah dalam prosesi pemakaman, para penggali kubur saat ini tidak 
akan bekerja jika tidak dibayar, demikian pula kuburan tidak akan dirawat dan 
diperhatikan jika tidak membayar retribusi pemakaman. 
Demikian pula pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan 
sebagai salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah 
akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan derivasinya sebagai sumber 
pendapatan daerahnya. 
Bila ditinjau dari segi hukum Islam, retribusi adalah salah satu bentuk dari 
pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pada dasarnya 
hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi 
masyarakat umum.
6
 Sehingga selama suatu Negara memerlukan dana untuk 
kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan retribusi. 
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Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-nisa‟: 4: 59 yang berbunyi:  
                                     
                                   
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 7 
 
Maksud ayat di atas bahwa sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan 
untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan para ulil Amri (pemimpin) di antara kita, 
selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin disini 
dapat diartikan pemerintah yang membawa ke arah kebaikan/ kemaslahatan umat. 
Dalam hal ini hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Abu Dawud dan 
Tirmidzi juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah yang berbunyi: 
 ِضَابْرِعْنا ٍحْيَِجو ِيَبأ ْهَع مهسو هيهع الله ًَّ هَص ِالله ُلْىُسَر َاَىظَعَو : َلَاق هىع الله يضَر َةيراَس ِهْب
 ُةَظِعْىَم َاهََّوأَك ،ِالله َلْىُسَر َاي : َاىُْهَقف ،ُنُْىيُعْنا َاهْىِم َْتفِرَذَو ،ُبُْىُهقْنا َاهْىِم َْتهِجَو ًَةظِعْىَم ،ٍٍعَِّىُم 
 ِب ْمُكْيِصُْوأ : َلَاق ،َاىِصَْوَأف ْمُكَْيهَع َر ََّمَأت ِْنإَو ِةَعاَّطناَو ِعْمَّسناَو ، َّمَجَو َّزَع ِالله يَىَْقت     دْبَع  
 
Artinya: 
“Dari Abu Najih „irbadh bin Sariyah ra. Dia berkata, “Rasulullah SAW pernah 
menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air 
mata. Kami bertanya, “wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, 
karena itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada 
kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah „azza wa jalla, tunduk 
taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. HR. 
Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “hadits ini hasan shahih”. 
 
                                                          
7
Departemen Agama RI. Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 
2006) h. 59. 
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Maka dari itu, kita sebagai masyarakat patut untuk mematuhi peraturan-
peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah kewajiban membayar 
retribusi. Dimana, retribusi merupakan iuran rakyat kepada pemerintah, yang tujuan 
dari adanya retribusi tersebut adalah sebagai salah satu pemasukan untuk pendapatan 
asli daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 66 tahun 
2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan “Retribusi daerah, yang 
selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.8 
Selain itu Sutrisno Prawirohardjo mengemukakan bahwa retribusi daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 
pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang 
diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 
9
 
Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah 
merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung 
oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena 
mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau 
karena jasa yang diberikan oleh daerah.  
                                                          
8
Dr. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 3. 
9
Sutrisno Prawiroharjo, Retribusi Daerah, (Jakarta: Terjemahan Geodhart, 19884), h. 202. 
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Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang peraturan umum retribusi 
daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok 
pemerintahan di daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, 
pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut UU 
No. 28 Tahun 2009,
10
 antara lain :  
1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;  
2) Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
3) Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
                                                          
10
Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2006, h. 437. 
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4) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta.   
5) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri 
pokok retribusi daerah sebagai berikut :  
a) Retribusi di pungut oleh daerah;  
b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 
langsung dapat ditunjuk;  
c) Retribusi dikenakkan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 
mengenyam jasa yang disediakan daerah.   
1. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah 
a. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum   
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1,
11
 sebagaimana di bawah ini:  
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;  
                                                          
11
Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 236. 
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2) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan  
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil;  
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
6) Retribusi Pelayanan Pasar;  
7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;  
9) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;  
10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;  
11) Retribusi Pelayanan Pendidikan;   
12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  
13) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum 
ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :    
a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;  
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan disentralisasi;  
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan 
dan kemanfaatan umum;  
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d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
e)  Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya.  
f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
g)  Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan kualitas layanan yang baik. 
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha  
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 126  dengan kriteria sebagai berikut :  
a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan  
b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta. tetapi belum memadai atau 
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis Retribusi 
Jasa Usaha meliputi: 
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun  2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini.  
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  
2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;  
3) Retribusi Tempat Pelelangan;  
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4) Retribusi Terminal;  
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;  
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
7) Retribusi Rumah Potong Hewan 
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;  
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu  
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:   
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;  
3. Retribusi Izin Gangguan;  
4. Retribusi Izin Trayek;   
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.   
Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas 
dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu : 
1) Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah 
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak.  
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3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 
Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan: 
1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar dari 
pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar 
lebih kecil dari yang seharusnya dibayar. 
2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam 
melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat 
membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana 
adminstrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan 
penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam 
mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: 
melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, 
penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, 
pembukuan dan pelaporan. 
3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi 
diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi 
dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah.  
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Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan 




Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk 
melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka 
permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik 
keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang 
efisien.  
Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk 
mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan 
kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. 
2) Keadilan 
Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, 
harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 
kesanggupan masing-masing golongan.  
Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. 
Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan 
dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar. 
3) Kemudahan Administrasi 
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 Kesit Bambang Prakosa, Pajak Dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 45. 
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Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena 
pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah 
dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait 
dengan benefit Principle pada retribusi yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan 
atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. 
Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari 
kewajiban membayar. 
4) Kesepakatan Politis 
Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh 
masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan 
kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. 
Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur 
tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya. 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok 
masing-masing sebagai berikut: 
1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan 
surat kuasa untuk menyetor. 
2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan 
barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan formulir berharga. 





C. Konsep Retribusi Parkir   
Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 
retribusinya. Akan tetapi, hanya jasa-jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan 
sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi.
13
 Jasa tersebut digolongkan 
menjadi tiga golongan, diantaranya adalah: 
1) Retribusi jasa umum 
2) Retribusi jasa usaha 
3) Retribusi perizinan tertentu. 
Lalu lintas Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya 
dilakukan dengan yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu 
saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan 
yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. 
Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, retribusi parkir 
adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
2.  Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.   
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Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia, 
(Cetakan II, Malang, 2006), h. 145-146. 
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3. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda 
motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang 
tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang 
disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.  
4.  Parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang 
lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. 
5. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan Memberhentikan 
kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu 
tempat dalam jangka waktu tertentu. 
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara.  
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat 
pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.   
1) Objek Retribusi Parkir 
Objek Retribusi Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  
Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan retribusi Parkir adalah :  
a) Gedung parkir  
b) Pelataran parkir   
c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 
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d) Tempat penitipan kendaraan bermotor.    
2) Bukan Objek Retribusi Parkir   
Pada retribusi parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan retribusi. 
Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek retribusi, sebagaimana di 
bawah ini :  
a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak 
dikecualikan sebagai objek pajak parkir.   
b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan 
untuk karyawan sendiri.   
c) Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 
negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas 
timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi 
perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan 
Menteri Keuangan.   
d)  Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan 
daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan 
sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati 
atau walikota.  
3) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Parkir 
Menurut Siahaan, merupakan subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau 
badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib 
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retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat 
parkir. Retribusi parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir 
dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai 
wajib retribusi yang harus membayar retribusi parkir yang terutang. Dengan 
demikian, pada retribusi parkir subjek retribusi dan wajib retribusi tidak sama. 
Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek retribusi yang membayar 
(menanggung) retribusi sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir 
dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib retribusi yang diberi kewenangan 
untuk memungut retribusi dari konsumen (subjek retribusi). 
4) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Retribusi Parkir 
a. Dasar Pengenaan Retribusi Parkir  
Menurut Siahaan, dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang 
seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang 
diberikan kepada penerima jasa parkir.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
yang memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan.
14 Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan 
peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah 
tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:  
                                                          
14
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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1) Nama, obyek, dan subyek retribusi 
2) Golongan retribusi  
3) Cara mengukur tingkat penggubaan jasa yang bersangkutan  
4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif    
retribusi  
5) Struktur dan besarnya tarif retribusi  
6) Wilayah pemungutan 
7) Tata cara pemungutan 
8) Sanksi administrasi 




b. Tarif  Retribusi Parkir   
Menurut Siahaan, tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga 
puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota 
yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 
pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif retribusi yang dipandang 
sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, 
setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya 
tarif retribusi yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan 
tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).     
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Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2005, h. 452-463. 
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c. Perhitungan Retribusi Parkir   
Menurut Siahaan, besaran pokok retribusi parkir yang terutang di hitung 
dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan dasar pengenaan retribusi.   
Secara umum perhitungan retribusi parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini : 
retribusi terutang = Tarif Retribusi x Dasar Pengenaan Retribusi 
     = Tarif Retribusi x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya 
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir 
a. Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir  
  Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah 
penting, yaitu sebagai berikut :  
a) Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam 
satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) 
oleh pihak pengelola.  
b) Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan 
sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir 
dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka 
makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.  
c) Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.  
d) Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan 




e)  Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan 
pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan 
angkutan umum, dan tarif parkir.  
f) Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang 
tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.  
g) Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan 
kendaraan. 
h) Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang 
masuk dan keluar dari fasilitas parkir.   
i) Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang 
berdekatan. 
j) Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang 
memarkir kendaraannya di ruang parkir.  
b. Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus  
a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; retribusi parkir tepi jalan 
dan retribusi parkir khusus adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi 
jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.   
b) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah 
pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disedikan dan 
dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.  
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5) Prinsip dan Sarana Penetapan Tarif Parkir Berjalan (Progresif)  
Prinsip dan sarana penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:  
1) Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Di sini yang dimaksud 
dengan biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan 
biaya modal.  
2) Retribusi jasa usaha, keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar 
yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
3) Retribusi perizinan tertentu, retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 
yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan 
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif 
dari pemberian izin tersebut.
16
 
D. Retribusi Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik 
dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekuensinya, maka diperlukan 
pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya 
sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah 
memerlukan penerimaan. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah 
                                                          
16
Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2013, h. 18. 
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daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut 
atau dapat pula berasal dari luar daerah.  
Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 
dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta 
diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk 
menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerntah daerah sejalan dengan 
usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan perencanaan 
anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamis 
dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran 
penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap 
Pemerintah Pusat.  
Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada 
daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah 
tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan sumber-sumber 
pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.   
Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 33 
Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain :  
a) Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang 
ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan 
hukum publik.  
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b) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik 
daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.  
c) Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk 
membiayai pembangunan.  
d) Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang 
berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.  
Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan 
merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk 
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut  dikelola dengan 
baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 
Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah 
berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu 
sendiri. 
E. Kerangka Pemikiran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Daerah 
otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Secara umum, 
PAD bersumber dari pendapatan utama yaitu pajak dan retribusi, komponen dari 
retribusi itu sendiri terdiri atas beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan, retribusi pemakaman, retribusi parkir, retribusi 
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pasar, dan lain-lain. Dari jenis retribusi tersebut, retribusi parkir menjadi peranan 
penting karena dapat meningkatkan PAD, dengan melihat sumbangsih terhadap PAD, 
maka dapat dilihat dengan menggunakan analisis kontribusi yaitu kontribusi rendah, 
sedang, dan tinggi. Hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan saran bagi perusahaan 
daerah parkir (PD. Parkir) Makassar Raya sebagai pengelola retribusi parkir. 




























A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu 
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan 
analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. 
Sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh.
1
 
Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan 
pertimbangan bahwa Kota Makassar adalah salah satu daerah yang cukup potensial 
dalam mengembangkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi 
parkir. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian melalui data sekunder 
dengan jenis data runtut waktu (time series) selama kurun waktu 2007-2014. Data 
yang dipakai dalam penelitian ini meliputi: 
1. Data retribusi parkir di Kota Makassar periode 2007-2014, menggunakan 
data tahunan. 
2. Data pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar periode 2007-2014, 
menggunakan data tahunan. 
                                                          
1
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods 
(Bandung, Alfabeta, 2002), h. 24. 
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C. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu 
data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, 
catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan 
dan yang tidak dipublikasikan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, 
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, dan PD. Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar selaku pengelola retribusi parkir. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang 
efektif, maka dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; 
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari 
instansi, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan 
cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang 
bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas. 
2. Dokumentasi 
Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data retribusi parkir, 
pendapatan asli daerah delapan tahun terakhir dan data penerimaan Retribusi Daerah 
Kota Makassar di instansi terkait, yaitu: DISPENDA Kota Makassar, dan PD. Parkir 




E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti mengumpulkan data. 
Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul, sehingga tepatlah 
jika berhubungan antara instrument dengan data yang diinginkan. Adapun jenis 
instrumen yang gunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dokumen, yaitu 
mengumpulkan data-data dari barang yang tertulis. Artinya melaksanakan metode 
dokumentasi berupa mnyelidiki benda-benda terulis seperti buku-buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.  
F. Metode Analisis Data 
 Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah, 
retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat 
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2
 
dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:
3
 
           
                
   
       
Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah, 
retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat 
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4
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Budiyuwono, Pengertian Analisis Kontribusi, (Jakarta: K, 1995) h. 78. 
3
Abdul Halim, Rumus Kontribusi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2001) h. 56. 
4
Budiyuwono, Pengertian Analisis Kontribusi, (Jakarta: K, 1995) h. 78. 
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G. Definisi Operasional 
Variabel yang akan diteliti perlu dilaksanakan dalam bentuk rumusan yang 
lebih operasional sehingga mempunyai ukuran yang sesuai dan tidak 
membingungkan. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1) Letak Geografis Kota Makassar 
Kota Makassar secara administrative sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara 
geografis Kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan 
pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letaknya di pesisir pantai Barat 
Sulawesi Selatan pada koordinat  119 24,17,29” – 119 32” 31”, 03” Bujur Timur dan 
antara 5º 30, 81 - 5º 14, 6, 49” Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi 
antara 0 – 25 m dari permukaan laut, dengan suhu antara 22º C sampai dengan 32º C 
dan curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108 hari pertahun. 
Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Posisi Kota Makassar secara ekonomi merupakan pusat pertumbuhan 
ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, dan telah berkembang dengan cukup pesat, di 
mana pada tahun 2008/2009 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 9,20% pertahun. 
2) Luas Wilayah 
Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km yang terdiri dari 





Luas Kota Makassar di Rinci menurut Luas Kecamatan 
 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,,28 
3 Tamalate 18,18 11,5 
4 Rappocini 9,23 5,25 
5 Makassar 2,52 1,43 
6 Ujung Pandang 2,63 1,5 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2,1 1,19 
9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 Tallo 8,75 3,32 
11 Panakukang 13,03 9,7 
12 Manggala 24,14 13,73 
13 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 Tamalanrea 31,84 18,11 
 
Jumlah 175,77 100 
      Sumber: BPS Kota Makassar 2016 
 
 Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa luas Kota Makassar menurut 
Kecamatan sangat beragam. Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan 
Biringkanaya yang luasnya mencakup 48,22 Km2, kemudian menyusul Kecamatan 
Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukang, 
Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujun Tanah, Kecamatan Ujung 
Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Bontoala, 
Kecamatan Wajo dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso yang mempunyai luas 




3) Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar 
Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai 
suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) yang sekaligus juga mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki 
oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh 
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, 
biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang 
digunakan dalam proses produksi itu. 
Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu 
dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun definisi dari 
pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku adalah jumlah nilai 
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai 
sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, termasuk 
memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini. 
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah nilai barang 
dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai 








4) Struktur Organisasi Dispenda 
Gambar 4.2 
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a. Penjabaran Tugas dan Fungsi 
1) Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah 
2) Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala Dinas. 
3) Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya 
Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan 
pendataan, penetapan, penagihan bidang pajak reklame dan pajak lainnya. 
Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi yaitu: 
a) Pendataan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya; 
b) Penetapan tentang pajak reklame dan pajak lainnya; 
c) Penagihan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya; 
4) Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan 
Bidang koordinasi, pengkajian dan pengawasan mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan verifikasi dan 
pengawasan, koordinasi bagi hasil pajak dan analisa pendapatan serta 
pengkajian dan hukum. 
Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan mempunyai Fungsi: 




b) Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan 
analisa pendapatan; 
c) Pengkajian dan hukum dalam peraturan perundang-undangan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pajak dan pendapatan; 
5) Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah 
Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah 
mempunyai tugas menyiapkan, menetapkan, dan mengendalikan 
melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak hotel, 
pajak hiburan dan pajak air bawah tanah. Melaksanakan pemungutan 
Pendapatan Asli Daerah serta menyusun program dan strategi peningkatan 
Penerimaan Daerah. 
Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah 
mempunyai fungsi yaitu: 
a) Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan 
dan pajak air bawah tanah; 
b) Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak hotel, pajak 
hiburan dan pajak air bawah tanah; 
c) Penagihan atas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah; 
6) Bidang Pajak Restoran, Parkir dan Penerangan Jalan 





a) Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak restoran, parkir dan 
penerangan jalan; 
b) Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak restoran, parkir 
dan penerangan jalan; 
c) Penagihan atas pajak restoran, parkir dan penerangan jalan;  
7) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas 
Pendapatan, peengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai 
wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPTD terbagi atas dua 
jenis yaitu UPTD-PBB, dan UPTD-BPHTB 
UPTD-PBB dan UPTD-BPHTB mempunyai fungsi yaitu: 
a) UPTD mempunyai fungsi sebagai pelaksana dan evaluasi teknis 
operasional; 
b. Visi Misi Dispenda 
1) Visi 
“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu” 
2) Misi 
a) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara 
terpadu dan terintegrasi; 
b) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki 




c) Mementapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan 
keuangan daerah; 
B. Perkembangan Retribusi Parkir di Kota Makassar 
1. Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah 
dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima 
dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi merupakan potensi 
ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah 
satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, maka penggalian dan 
pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan 
keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat 
menggerakkan dan memanfaatkan obyek retribusi yang ada. Dapat dilihat sejauh 
mana Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola retribusi daerah dan 
perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda 
pemerintahan di Kota Makassar. Berikut data tentang target dan realisasi penerimaan 
retribusi daerah Kota Makassar tahun 2007 sampai 2014. 
Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas di jelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari 
tahun 2007-2014 kurang produktif terlihat dari tahun 2007 retribusi daerah sebesar 
Rp 38.016.158.500, tahun 2008 meningkat sebesar Rp 40.966.228.000, sedangkan 
pada tahun 2009 menurun sebesar Rp 39.980.839.820, dan 2010 meningkat sebesar 
Rp 59.729.103.725, di tahun 2011 sebesar Rp 62.043.147.863, di tahun 2012 sebesar 




sebesar Rp 60.145.121.112. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan 
disebabkan karena kenaikan dalam realisasi pendapatan dari beberapa jenis 
Pendapatan Asli Daerah lainnya. 
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah 
Kota Makassar 2007-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2007 40.876.890.000 38.016.158.500 
2008 39.700.450.000 40.966.228.000 
2009 44.281.324.000 39.980.839.820 
2010 62.971.506.000 59.729.103.725 
2011 66.549.806.000 62.043.147.863 
2012 84.141.194.000 69.257.410.559 
2013 86.772.319.000 79.650.936.626 
2014 84.844.404.000 60.145.121.112 
               Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah, 2015) 
2. Pengertian Retribusi Parkir 
Definisi atau pengertian dari pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai 
dari data subyek dan obyek pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan 
penagihan serta pengawasan penyetoran. Sebagai bagian retribusi daerah yang 
dipungut oleh Pemerintah Kota Makassar mengingat Kota Makassar sebagai tempat 
perekonomian dengan arus transportasi yang cukup tinggi.  
Adapun definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan 




maupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan 
orang dan atau barang. 
Retribusi Parkir adalah retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang 
diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
Kendaraan yang dikenakan retribusi parkir dalam hal ini adalah setiap 
kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan 
umum, dinas maupun perorangan. Retribusi Parkir di daerah Kota Makassar terdiri 
dari retribusi parkir di Jalan Umum yang dalam pengelolaannya ditangani oleh PD. 
Parkir Makassar Raya yang secara langsung menangani retribusi parkir. 
3. Tata Cara perizinan, Pemungutan, Penyetoran dan Sanksi Administratif 
Tata cara perizinan retribusi parkir adalah dengan cara calon juru parkir 
datang ke Peusahaan Daerah Parkir untuk meminta izin menjadi juru parkir resmi, 
dengan cara mendaftarkan diri dan membuat kontrak terhadap PD. Parkir kemudian 
kontrak disetujui, PD. Parkir memberikan izin untuk melakukan pemungutan retribusi 
parkir dan diberi seragam lengkap dengan atributnya.  
Kemudian tata cara untuk pemungutan dan penyetoran retribusi parkir adalah 
dengan: 
a. Juru Parkir 
Juru Parkir setiap hari memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir 




menggunakan tanda parkir berupa karcis. Kemudian untuk penyetoran hasil 
pemungutan d\isetorkan kepada Kolektor Parkir yang dilakukan setiap hari. 
b. Kolektor 
Kolektor menerima setoran dari Juru Parkir dengan menyerahkan tanda bukti 
penyetoran (TBP) kepada Juru Parkir. Kemudia Kolektor menyerahkan uang 
pendapatan retribusi parkir kepada pihak keuangan PD. Parkir setiap hari 
paling lambat jam 02. Wita. 
c. Keuangan Perusahaan Daerah Parkir 
Pihak Keuangan PD. Parkir menerima pendapatan dari retribusi parkir. 
Keuangan PD. Parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan tersebut kepada 
Dinas Pendapatan Asli Daerah. 
4. Perkembangan Retribusi Parkir Kota Makassar Periode 2007 – 2014 
Data mengenai penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar Periode 2007 – 
2014. Apabila penerimaan parkir ini dari tahun ke tahun selama kurun waktu tersebut 
mengalami peningkatan yang signifikan maka dapat dikatakan upaya yang selama ini 
dilakukan oleh PD. Parkir Kota Makassar yang sebagai pelaksana retribusi parkir 
berjalan dengan baik. 
Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan retribusi parkir yaitu dengan 








Tabel 4.4 Persentase Peningkatan/Penurunan 
Retribusi Parkir di Kota Makassar 
No Tahun Target Realisasi Persentase 
1 2007 Rp 2.763.500.500 Rp 2.974.771.875 - 
2 2008 Rp 3.678.292.500 Rp. 3.694.486.150 24,19 
3 2009 Rp. 4.369300.500 Rp. 4.585.913.751 24,13 
4 2010 Rp. 5.550.531.000 Rp. 5.617.631.630 22,50 
5 2011 Rp. 7.644.300.600 Rp. 6.780.341.550 20,70 
6 2012 Rp. 9.982.549.200 Rp. 8.403.292.750 23,94 
7 2013 Rp. 11.336.363.232 Rp. 9.319.072.825 11,33 
8 2014 Rp. 11.406.690.444 Rp. 9.207.800.975 -1,19 
Sumber: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar (26 Februari 2016) 
 
a. Realisasi tahun anggaran 2008 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2007 
Realisasi tahun anggaran 2008 : Rp. 3.694.486.150 
Realisasi tahun anggaran 2007 : Rp. 2.974.771.875 
     : Rp. 719.714.275 
Persentase kenaikan sebesar  = 
              
                
 x 100% 
     = 24,19 % 
b. Realisasi tahun anggaran 2009 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2008 
Realisasi tahun anggaran 2009 : Rp. 4.585.913.751 
Realisasi tahun anggaran 2008 : Rp. 3.694.486.150 




Persentase kenaikan sebesar  = 
              
                
 x 100% 
     = 24,13 % 
c. Realisasi tahun anggaran 2010 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2009 
Realisasi tahun anggaran 2010 : Rp. 5.617.631.630 
Realisasi tahun anggaran 2009 : Rp. 4.585.913.751 
     : Rp. 1.031.717.879 
Persentase kenaikan sebesar  = 
                
                
 x 100% 
     = 22,50 % 
d. Realisasi tahun anggaran 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2010 
Realisasi tahun anggaran 2011 : Rp. 6.780.341.550 
Realisasi tahun anggaran 2010 : Rp. 5.617.631.630 
     : Rp. 1.162.709.920 
Persentase kenaikan sebesar  = 
                
                
 x 100% 
     = 20,70 % 
e. Realisasi tahun anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2011 
Raelisasi tahun anggaran 2012 : Rp. 8.403.292.750 
Realisasi tahun anggaran 2011 : Rp. 6.780.341.550 




Persentase kenaikan sebesar  = 
                
                
 x 100% 
     = 23,94 % 
f. Realisasi tahun anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2012 
Realisasi tahun anggaran 2013 : Rp. 9.319.072.825 
Realisasi tahun anggaran 2012 : Rp. 8.403.292.750 
     : Rp. 951.780.075 
Persentase kenaikan sebesar  = 
              
                
 x 100% 
     = 11,33 % 
g. Realisasi tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 
2013 
Realisasi tahun anggaran 2014 : Rp. 9.207.800.975 
Realisasi tahun anggaran 2013 : Rp. 9.319.072.825 
     : Rp. 111.271.850 
Persentase kenaikan sebesar  = 
              
                
 x 100% 
     = -1,19 % 
C. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 
Dalam pelaksanaan terhadap pungutan retribusi parkir sebagai sumber PAD 




petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat sebagai selaku 
obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi Parkir 
Kota Makassar maka penerimaan retribusi parkir harus berjalan dengan efektif dan 
efisien, karena penerimaan retribusi parkir yang baik akan mengoptimalkan retribusi 
parkir. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. 
Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi 
parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan 
pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan 
pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan 
sebelumnya.  
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, 
selalu membutuhkan biaya yang cukup besar, karena itu untuk mencakup keperluan 
penyelenggaraan Pemerintah untuk membiayai daerah yang bersangkutan, maka 
dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam aggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang 
dilakukan berdasarkan Pendapatan Daerah. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber 
keuangan sendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah 
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari Pemerintah Pusat atau 
Propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha 
memanfaatkan pendapatan asli daerahnya (PAD), berusaha mengelolanya dengan 




Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang 
tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah 
dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat 
membiayai  seluruh pengeluaran dan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai 
tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan 
mengurus  rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna 
dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak dilakukan untuk mengantisipasi 
pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 
Tahun 2004).  
Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola 
sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam 
menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota 
Makassar berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi 
pendapatan asli daerah Periode 2007 sampai 2014. 
Berdasarkan tabel 4.7 pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar secara 
keseluruhan dalam 8 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2007 PAD menghasilkan Rp 120.904.263.931, di tahun 2008 meningkat 
menjadi Rp 136.626.469.085, kemudian pada tahun 2009 kembali meningkat sebesar 
Rp 170.698.725.814, begitu pula di tahun 2010 sebesar Rp 210.136.331.088, tahun 
2011 sebesar Rp 351.692.552.588, di tahun 2012 sebesar Rp 484.972.799.508, begitu 




2014 meningkat sebesar Rp 730.988.641.339, meskipun realisasi pendapatan asli 
daerah setiap tahunnya meningkat namun target yang telah ditetapkan setiap tahunnya 
belum tercapai. 
Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007 -2014 
Tahun  Target Realisasi 
2007 125.936.173.075 120.904.263.931 
2008 145.466.209.400 136.626.469.085 
2009 176.628.387.000 170.698.725.814 
2010 216.928.890.000 210.136.331.088 
2011 345.335.311.000 351.692.552.588 
2012     441.234.952.000 484.972.799.508 
2013 569.727.462.000 627.241.924.947 
2014 644.547.331.000 730.988.641.339 
Sumber: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar (26 Februari 2016)  
 
Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli 
daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika 
ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh 
DISPENDA belum dapat terealisasi. 
Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan PAD sesuai dengan potensi 
yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan 
salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir 
menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD 
di Kota Makassar. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika 




2. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kota Makassar Periode 2007 – 2014 
Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penggambaran tentang hasil 
yang diperoleh  dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data 
yang diperoleh yakni data retribusi parkir dan PAD, dari tahun 2007 sampai tahun 
2014. Data ini diperoleh dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. Karena dalam penelitian ini, yang digunakan 
adalah Retribusi Parkir, dan PAD dengan hasil olahan sebagai berikut: 
1. Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dibagi dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Makassar. 
Share = 
                
                     
 x 100% 
 Hasil analisis share Retribusi Parkir dibagi dengan PAD di Kota Makassar 
tahun 2007 – 2014. 
Tabel 4.6 Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD 
Tahun  Retribusi Parkir Pendapatan asli Daerah 
2007 2.974.771.875 120.904.263.931 
2008 3.694.486.150 136.626.469.085 
2009 4.585.913.751 170.698.725.814 
2010 5.617.631.630 210.136.331.088 
2011 6.780.341.550 351.692.552.588 
2012 8.403.292.750 484.972.799.508 
2013 9.319.072.825 627.241.924.947 




Sumber: Perusahaan Daerah Parkir Makassar dan DISPENDA Kota Makassar 
(26 Februari 2016) 
 
a. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 2,46 
b. Share = 
                       
   
  x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 2,70 
c. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 2,69 
d. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 2,68 
e. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 2,22 
f. Share =
                       
   





             
               
 x 100% 
Share = 1,73 
g. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 1,49 
h. Share = 
                       
   
 x 100% 
Share = 
             
               
 x 100% 
Share = 1,26 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir 
terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami fluktuasi. pada tahun 2007 
total kontribusi retribusi parkir menyumbangkan sebesar 2,46 persen terhadap PAD. 
Kontribusi retribusi parkir paling banyak disumbang oleh Parkir di Kawasan 
Kecamatan Mariso, tetapi pada tahun 2008 total retribusi parkir menyumbangkan 
sebesar 2,70 persen terhadap PAD, retribusi parkir paling banyak disumbangkan oleh 
parkir di Kawasan Kecamatan Panakukang, dan pada tahun 2009 total retribusi parkir 
mengalami penurunan dengan menyumbangkan  sebesar 2,69 persen, retribusi parkir 
paling tinggi ini disumbang oleh Kawasan Kecamatan Ujung Pandang, begitu pula 
ditahun 2010 retribusi parkir menyumbang sebesar 2,68 persen, retribusi parkir paling 
banyak disumbangkan oleh Kawasan Kecamatan Wajo akan tetapi lebih besar 
dibanding retribusi parkir pada tahun 2007. Dan pada tahun 2011 total retribusi parkir 




Kawasan  Kecamatan Bontoala, di tahun 2012 total reribusi parkir turun juga sebesar 
1,73 persen, dan disumbangkan oleh Kawasan Kecamatan Rappocini, ditahun 2013 
retribusi parkir mengalami penurunan pula sebesar 1,49 persen, retribusi parkir ini 
disumbangkan oleh parkir di Kawasan Kecamatan Makassar, dan begitu pula ditahun 
2014 total retribusi parkir sebesar 1,26 persen, dan ini disumbangkan oleh Kawasan 
Kecamatan Tamalanrea, lebih rendah dibanding retribusi parkir pada tahun 2011 dan 
2013. 
Jika dilihat dari kedua tabel diatas kontribusi retribusi parkir terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD) dalam 8 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahun 
meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah 
cenderung mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Meskipun retribusi parkir 
memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah 
namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli 
daerah juga meningkat setiap tahunnya.  
Oleh sebab itu PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan 
retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga 
penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah 
ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 







Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang menyangkut Kontribusi 
Retribusi Parkir di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2007-2014 dengan 
rata-rata 2,46% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan 
sedikit kontribusi terhadap PAD, ini dikarenakan masih banyak lahan parkir yang 
tersebar di Kota Makassar yang tidak terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya 
merekalah para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan, hal 
inilah yamg membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan 
retribusi parkir di Kota Makassar. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan Kontribusi Retribusi 
Parkir dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan terhadap PAD, sistem pungutan 
retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di Kota 
Makassar perlu ditata dengan aturan yang tegas sehigga dapat mengurangi 
kemacetan serta sumber daya manusia masih perlu dioptimalkan. 
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2. Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat meningkatkan 
pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan - 
kecurangan ataupun penyelewengan – penyelewengan yang terjadi dalam 
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